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 Problematika dalam ketenagakerjaan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh semakin beraneka ragam mulai dari kontrak kerja atau 
perjanjian kerja, gaji pekerja, pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban 
dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut dalam ketenagakerjaan 
dinamakan perselisihan hubungan industrial. 
Dalam penulisan tesis ini akan membahas lebih spesifik lagi dari salah 
satu perselisihan di atas yaitu mengenai upah, lebih jelasnya yang akan 
dibahas adalah problematika pengusaha dan pekerja/buruh terhadap upah 
proses pasca putusan pemutusan hubungan kerja. 
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah pertama, mengenai analisis 
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011. Kedua  
Dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011  terhadap 
pengusaha dan pekerja/buruh. 
Metode dalam pembahasan masalah ini yaitu dengan pendekatan kasus 
(case approach) yang ada di masyarakat sehingga memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai masalah yang sebenarnya terjadi yang dibuktikan 
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini 
dimaksudkan agar apabila terdapat permasalahan yang sama dapat 
digunakan sebagai yurisprudensi dalam memecahkan atau memutuskan 
masalah tersebut. Putusan yang berkaitan dengan masalah di atas adalah 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011. 
 x 
 
Pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu 
difokuskan pada, pertama, pembahasan tentang analisa yang dapat diambil 
dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 mengenai 
kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan dan Hak Konstitusional 
para pemohon, dasar pertimbangan mengenai upah proses kemudian 
penjelasan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai dampak atas Putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha dan pekerja/buruh. 
Penulisan tesis ini diakhiri dengan bab penutup yang berisikan jawaban 
dari rumusan masalah yang sudah dibahas dan selanjutnya diberikan saran-



















 Employment  problems between companies and labours vary from 
agreement, wage, lay off and rights as well as obligations of labours. These 
problems are called industrial disputes. 
The thesis particularly discusses the wage dispute, that has been a 
debate between labours and companies after the lay off. 
Problems of the study will cover the analysis and impact of Constitution 
High Court No.37/PUU-IX/2011 toward labours. 
The method employed in this study is a case approach aiming at 
obtaining the facts taken from the field and proved by the court. Thus, this 
study will serve as jurisprudence if the similar case occurs. The related law 
court is Constitution High Court No. 37/PUU-IX/2011. 
The discussion will focus on the authority of Constitution High Court, 
the position and constitutional rights of labors, consideration in wage 
process and Constitution High Court Explanation. In addition, the study will 
investigate the impact of Constitution High Court towards the labors. 
The last chapter of the study will illustrate the analysis of the problems 
and recommendations. 
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1. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 adalah Mahkamah 
Konstitusi sebelum mengeluarkan suatu  putusan sudah melalui tahap yang panjang 
dengan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang 
yaitu  dari sisi kewenangan, Sesuai pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 24 
Tahun 2003 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji suatu undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 
pengujian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya 
pasal 155 ayat (2) pada frase “belum ditetapkan”. Mahkamah Konstitusi memberikan 
putusan mengenai frase “belum ditetapkan” dalam pasal 155 ayat 2 tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat  sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap 
artinya bahwa selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap 
para pihak dalam hubungan industrial (baik itu pengusaha maupun pekerja/buruh) 
harus tetap melaksanakan kewajiban serta di sisi lain para pihak juga harus tetap 
memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan  menunggu putusan 
berkekuatan hukum tetap. 
2.  Dampak bagi pengusaha dan pekerja/buruh atas Putusan Mahkmah Konstitusi No. 
37/PUU-IX/2011 adalah yang pertama, bagi pengusaha, pengusaha merasa keberatan 
karena akan menjadi beban baik dari segi biaya maupun waktu. Dari segi biaya jelas 
pengusaha sangat dirugikan karena harus membayar upah pekerja/buruh untuk jangka 
waktu yang panjang yakni sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dari 





mengakibatkan proses penyelesaian perselisihan berlarut-larut sehingga berkontribusi 
pada pembayaran upah pekerja/buruh.  Kedua, bagi Pekerja/buruh, dampak bagi 
pekerja/buruh adalah selama proses putusan berkekuatan hukum tetap, pekerja/buruh 
mempunyai hak dan kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian kerja. Dampak lain 
bagi pekerja adalah apabila pengusaha memberikan skorsing pada pekerja/buruh 
dengan tetap diberikan upah, hal ini yang mengakibatkan dilema bagi pekerja/buruh  
dikarenakan pekerja/buruh hanya menerima upah dengan tanpa melakukan pekerjaan 
apapun sedangkan untuk melakukan pekerjaan atau  mencari pekerjaan diluar tempat 
bekerjanya dikhawatirkan akan berpengaruh pada proses putusan berkekuatan hukum 
tetap yang sedang ditunggu putusan tersebut. 
 
B. Saran 
Selanjutnya penulis memberikan beberapa rekomendasi saran yang sekiranya dapat 
dijadikan pertimbangan, yaitu : 
1. Putusan berkekuatan hukum tetap seyogyanya tidak selalu diartikan hanya sampai 
putusan pengadilan pada tingkat pertama. Bahwa pada putusan tingkat pertama masih 
ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh pihak penerima putusan. 
Bilamana upaya hukum tersebut tidak dipergunakan atau tidak ditempuh selama 
batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang berarti dinyatakan menerima 
putusan pengadilan pada tingkat pertama dan putusan tersebut telah berkekuatan 
hukum tetap. Akan tetapi apabila dipergunakan upaya hukum itu sampai dengan 
upaya hukum terakhir  berarti putusan berkekuatan hukum  tetap terdapat pada upaya 
hukum terakhir. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Dengan banyaknya kasus 





segera dikirimkan pula salinan putusan kepada para pihak maka sebaiknya para pihak 
tetap menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. 
2. A. Selama proses putusan berkekuatan hukum tetap seyogyanya para pihak dalam 
 hubungan industrial  (pengusaha maupun pekerja/buruh) tetap melaksanakan 
 kewajiban serta disisi lain  para pihak juga harus tetap memperoleh hak-haknya 
 selama masih berperkara dan menunggu putusan erkekuatan hukum tetap. 
B. Bagi pengusaha agar terhindar dari resiko hukum sebaiknya melibatkan ahli 
hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) dalam proses perancangan 
kontrak atau perjanjian kerja. 
C. Bagi Pekerja/buruh selama merasa tidak dirugikan seyogyanya tidak melakukan 
hal-hal lain atau dalam tindakan sendiri diluar hak dan kewajibannya. Hal ini 
dikhawatirkan berpengaruh di kemudian hari pada sebelum atau sesudah 
dikeluarkannya putusan berkekuatan hulum tetap. Pekerja/buruh sebaiknya perlu 
melibatkan ahli hukum yang berkompeten (Lawyer, lagal consultant) dalam hal 
ingin mengetahui tentang hukum dan proses hukum. 
D. Dalam hal keberatan pengusaha atas jangka waktu pembayaran upah bagi 
pekerja/buruh mengenai penantian keputusan tetap pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha dapat menyiasatinya yaitu pada waktu diterbitkan surat skorsing bagi 
pekerja, pengusaha dapat membuat perjanjian dengan pekerja yang isinya 
mengenai ketentuan pembayaran upah. Yang dimaksudkan disini adalah 
pembayaran upah akan terus dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya 
adanya larangan bagi pekerja untuk bekerja ditempat lain, penetapan 
penghitungan hak-hak lain, misalnya uang pesangon, uang penghargaan dan lain-
lain. Perjanjian disini dimaksudkan agar ada penekanan terhadap pekerja/buruh 





yang tidak diinginkan. Perjanjian ini juga diharapkan tidak 
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